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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Menurut Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana jangka panjang daerah dan
rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan
rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka
menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah
dokumen perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat
program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat
daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan

RKPD. Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan,;

Persiapan penyusunan

Penyusunan rancangan awal

Penyusunan rancangan

Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah

Perumusan rancangan akhir dan

™o oao T

Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2026 adalah;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);



RENCANA KERJA | 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

10.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
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11.

12,

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemuktahiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023 -2043 (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jambi Nomor 32);
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024
tentang RT/RW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 - 2044,

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2021 Nomor 4)

23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat 2021-2026.

24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tanjung Jabung Barat adalah untuk menjabarkan keadaan yang diinginkan
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi Bupati
dan Wakil Bupati, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan SKPD
yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja ini bertujuan untuk mempermudah pencapaian target kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2026, sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2025 akan menjadi
perbandingan dengan Rencana Kerja Tahun 2026, sehingga akan dijadikan
tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 secara sistematika

disajikan dan diuraikan setiap bab sebagai berikut :
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DPMD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra DPMD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPMD

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DPMD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun 2025 dan Capaian Renstra
DPMD

Rencana Kerja SKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan analisa kondisi
objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih
dihadapi SKPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk
mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi SKPD saat ini
serta estimasi kondisi yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2025 sebagai berikut;

L Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari 6 kegiatan, yaitu;

a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat

daerah, terdiri dari 1(satu) sub kegiatan, yaitu,

1. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran Rp58.970.000,-

b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran

Rp3.754.372.581,- terdiri dari 2(dua) sub kegiatan, yaitu;

1. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran
Rp3.526.972.581,-.

2. Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan
anggaran sebesar Rp227.400.000,-

c. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, terdiri dari, terdiri

dari 1(satu) sub kegiatan, yaitu;

1. Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
dengan anggaran sebesar Rp42.500.000,-

d. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan anggaran

Rp602.427.400,- terdiri dari 6(enam) sub kegiatan, yaitu;

1. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor sebesarRp3.284.000,-

2. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan
anggaran sebesar Rp42.990.000,-

3. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran sebesar
Rp13.500.000,-
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4. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan
anggaran sebesar Rp41.664.400,-

5. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan Rp5.000.000,-

6. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Rp495.989.000,-

e. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

dengan anggaran sebesar Rp126.780.000,- terdiri dari 3(tiga) sub kegiatan,

yaitu;

1. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran
Rp2.000.000,-

2. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dengan anggaran Rp88.280.000,-

3. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran
Rp36.500.000,-

f. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan

pemerintah daerah terdiri dari 3(tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp307.950.000,-, yaitu;

1. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan
pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan
anggaran sebesar Rp176.510.000,-

2. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan
anggaran Rp9.460.000,-

3. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan
lainnya dengan anggaran Rp121.980.000,-

II. Program Penataan Desa

Program ini dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa adalah upaya

meningkatkan penataan desa dengan anggaran Rp64.362.000,- dengan sub

kegiatan, yaitu;

1. Sub kegiatan Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan
status desa dengan anggaran Rp64.362.000,- untuk melakukan
perubahan status Desa Sungai Ari (Desa Suban Kecamatan Batang Asam)

dan Desa Rimbo Asri (Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi)
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I1I. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Administrasi Pemerintahan Desa untuk meningkatkan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa dengan anggaran sebesar

Rp1.027.019.800,- yang terdiri dari;

1. Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dengan anggaran
Rp146.937.000,- untuk melaksanakan penyaluran dan pembinaan
penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

2. Sub kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa dengan anggaran Rp126.956.000,-.

3. Sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga
kerjasama antar desa dengan anggaran sebesar Rp71.692.000,- untuk
melaksanakan pembinaan terhadap pengurus BUMdesa.

4. Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan
pemberhentian kepala desa Rp39.750.000,-.

5. Sub kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa dengan anggaran
Rp44.450.000,- untuk tenaga operator aplikasi prodeskel.

6. Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan aset desa dengan anggaran
Rp51.788.000,- untuk pembinaan aset desa.

7. Sub kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD dengan
anggaran sebesar Rp209.907.000,- untuk 114 orang anggota BPD.

8. Sub kegiatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa dengan
anggaran Rp158.350.000,- untuk 10 desa.

9. Sub kegiatan fasilitasi pembinaan laporan kepala desa dengan anggaran
sebesar Rp57.639.800,-

10. Sub kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa
dan kelurahan untuk penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan
dengan anggaran Rp124.550.000,-

IV. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan

masyarakat hukum adat

Program ini dengan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang

bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah

kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama
dalam daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp1.332.081.000,-

yang terdiri dari;
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1. Sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga
kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum
adat dengan anggaran Rpl158.781.000,- untuk pelaksanaan lomba
posyandu

2. Sub kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi
tepat guna dengan anggaran Rp73.300.000,- untuk perlombaan teknologi
tepat guna

3. Sub kegiatan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan
gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga
Rp1.100.000.000,- untuk pelaksanaan 10 program pokok PKK.

Berikut disajikan Tabel T-C.29;
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Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Eabupaten T J Barat
Target Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Pro, R P £ D hs/d
Tahun Lalu (2024) ﬁlb.n gﬂba
U /B U Indikatos Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kegiatan
mmian/Bilang Urnaan ja Program Program (Renstra Kinerja Hasil Program Realisasi Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah (outcomes) / Kegilatan Realisasi Renja (Renja
dan Program/Kegiatan {output) Perangkat Daerah) dan Keluaran Kegiatan Target Renja Perangleat Tingkat Perangkat Program dan Capaian
Tahun 2021-2026 s/d Tahun 2023 Perangkat Daerah Daerah Tahnn Realisasi (%) Daerah Kegiatan s/d Realisasi
Tahun (2024) (2024) . Tahun tahun berjalan( Target
2025) tahun 2025) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9({4+6+8) 10=(9/3)
PROGRAM PENUNJANG Nilai SAKIP DPMD 72 71,11 71,3 67,2 94% 71,5 71 99%
URUSAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA Nilai IKM DPMD 83 80,55 81 82,1 101% 83 82 929%
Kegiatan Perencanaan
penganggaran, dan Jumlah jenis laporan tahunan =
ovalunsl Rineci yang disusun 36 dokumen 18 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 100% 6 dokumen 6 dokumen 83%
perangkat daerah
; = Jumlah laporan capaian
Sub Kegiatan koordinasi | ooy gan ikhtisar realisasi
dan penyysunat lapersn kinerja SKPD dan laporan hasil 8 laporan 8 laporan
capaian kinerja dan k Bn...m_ . ) P 1 48 laporan triwulan 24 laporan triwulan 8 laporan triwulan % v_ 100% ; .vﬂ 8 laporan triwulan 83%
iichtisar realisssi kinerja cordinasi penyusunan laporan triwulan triwulan
SKPD capaian dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Kegiatan Administrasi
keusngan perangkat Passentase Tindskianjut hasil 600% 300% 100% 100% 100% 100% 100% 83%
temuan pemeriksaan
daerah
Sub kegiatan penyediaan | Jumlah orang yang menerima
geji dan tunjengen ASN gaji dan tunjangan ASN 162 orang 79 orang 26 orang 25 orang 96% 26 orang 25 orang 80%
Sub kegiatan penyediaan | Jumlah dokumen hasil
administrasi penyediaan administrasi 72 dokumen 36 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100% 12 dokumen 12 dokumen 83%

pelaksanaan tugas ASN

pelaksanaan tugas ASN
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koordinasi dan
konsultasi SKPD

koordinasi dan konsultasi
SKPD

Kegiatan Administrasi P ¢ ingliat

kepegawaian perangkat disiplin pegawai 600% 300% 100% 100% 100% 100% 100% 83%

Sub Kegiatan Pengadaan . ;

Pakaian Dinas beserta Jumlah paket pakaian dinas 498 paket 194 paket 146 paket 146 paket 100% 100 paket 100 paket 88%
¥ } beserta atribut kelengkapan

atribut kelengkapannya

Sub Kegiatan Pendidikan | Jumlah pegawai berdasarkan

dan Pelatihan pegawai tugas dan fungsi yang

berdasarkan tugas dan mengikuti pendidikan dan 3 oreng 0 2 0 0% o o 0%

fungsinya pelatihan

Kegiatan Administrasi

umum perangkat Persentese cakupan layanan 600% 300% 100% 100% 100% 100% 100% 83%

1 1 administrasi umum

Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah paket komponen

komponen instalasi instalasi listrik/penerangan o

istrik/pen gn bangunan kantor yang 72 paket 36 paket 12 paket 12 paket 100% 12 paket 12 paket 83%

bangunan kantor disediakan

Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah paket peralatan dan

peralatan dan perlengkapan kantor yang 72 paket 36 paket 12 paket 12 paket 100% 12 paket 12 paket 83%

perlengkapan kantor disediakan

Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah paket bahan logistik

hahan: logistik kentor kntor yang disedisken 7190 paket 2910 paket 600 paket 600 paket 100% 700 paket 700 paket 57%

Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah paket barang cetakan

barang cetakan dan dan penggandaan yvang 72 paket 36 paket 12 paket 12 paket 100% 12 paket 12 paket 83%

penggandaan disediakan

Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah dokumen bahan

bahan bacaan dan bacaan dan peraturan 1000

peraturan perundang- perundang-undangan yang 6900 dokumen 1890 dokumen 1050 dokumen 1050 dokumen 100% dokesnéd 1000 dokumen 57%

undangan disediakan

Sub Kegiatan Jumlah laporan

Pexryslenggataan raptt penyeenggaraan Tapat 2973 laporan 1455 laporan 450 laporan 450 laporan 100% 550 laporan 550 laporan 62%
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kantor

yang disediakan

Kegiatan pengadaan
B .ﬁ_ Jumlah pengadaan BMD 98 unit 0 54 unit 54 unit 100% 31 unit 31 unit 31,63%
pemerintah daerah
Sub Kegiatan pengadaan | Jumlah Unit Kendaraan 11 unit motor . 1 unit
kendaraan perorangan Perorangan Dinas atau 4 J
dinas atau kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang cn_.u_w»_u Mﬂwmw_,mﬁ E..mwmnMW m—h 0 0 R o 9 g 0%
dinas jabatan disediakan P n
M:U nwmwawﬂm%_»ﬁwmmﬁmmmmw: Jumlah unit kendaraan dinas

S e al at operasional atau lapangan yang | 1 unit mobil operasional 0 0 0 0% 1 unit 1 unit 100%
operasional atau disedinkan
lapangan
Enih Kegiaten pcaaden | R mebel yug 64 unit 0 34 unit 34 unit 100% 30 unit 30 unit 100%
Sub kegiatan pengadaan .
peralatan dan mesin %h”ﬂ&ﬁnﬂuhﬁmﬂmﬂwﬁﬂrg 20 unit 0 unit 20 unit 20 unit 100% 0 unit 0 unit 100%
lainnya yayang
Keglatun Penyedioan Persentase peningkatan
jasa %?Eeﬁlr X 600% 300% 100% 100% 100% 100% 100% 83%
pemerintahan Senysman
._mmww Wﬂﬂﬂbﬂwﬂwﬂ m”&mmb %m”ﬂ””w.ﬂﬂ““%“ﬂ%m&ﬂg 72 laporan 36 laporan 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 12 laporan 83%
Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah laporan penyediaan
jasa komunikasi sumber jasa komunikasi, sumber daya 72 laporan 36 laporan 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 12 laporan 83%

J L P ap| P
daya air dan listrik air dan listrik vang disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah laporan penyediaan
jasa pelayanan umum jasa pelayanan umum kantor 72 laporan 36 laporan 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 12 laporan 83%
P P
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Kegiatan Pemeliharaan
ey S Sk N GOt B avwig W 55 unit 55 unit 55 unit 55
anit 100% 55 unit 55 unit 100%

penunjang nrusan Daerah yang dipelihara
pemerintahan daerah
Sub kegiatan Penyediaan
jasa pemeliharaan, biaya | Jumlah kendaraan perorangan 2 unit mobil
pemeliharaan dan pajak dinas atau kendaraan dinas 3 unit mobil dan 10 2 unit mobil dan 10 unit | 2 unit mobil dan 10 2 unit mobil dan it mobt 2 unit mobil dan 10

+ A 5 : ; 100% dan 10 unit ; 100%
kendaraan perorangan jabatan yang dipelihara dan unit motor motor unit motor 10 unit motor TGteE unit motor
dinas atau kendaraan dibayarkan pajaknya
dinas jabatan
Sub kegiatan .
Pemslibarsss peralatan | JUmiih perdlatan dan mesin 40 unit 40 unit 40 unit 40 unit 100% 40 unit 40 unit 100%
d ; 3 lainnya yang dipelihara

an mesin lainnya ¥

Sub Kegiatan
Pemeliharaan / Jumlah gedung kantor dan
rehabilitasi gedung bangunan lainnya vang 3 unit 1 unit 2 unit 1 unit 50% 3 unit 3 unit 67%
kantor dan bangunan dipelihara/direhabilitasi
lainnya
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA

Persentase desa dengan
Program Penataan Desa ¢ bail 100% 100% 100% 100°% 100% 100% 100%
Kegiatan

Persentase penyelenggara
penyelenggaraan : = 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penataan desa per
Sub kegiatan Jumlah desa yang melakukan
pembantilan, pembentukan, penghapusan
penghapusan, B mn dan mﬂ:_vwr.wu 2 desa 2 desa 0 desa 0% 2 desa 2 desa 100%
pragesbungen dan Wmm,n:u m@mmm ' i
perubahan status desa
Sub kegiatan fasilitasi Jumlah desa yang diterfasilitasi 10 déag. 0 desa 10 desa 10 desa 100%

tata wilayah desa

penataan wilayahnya
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Program Fasilitasi

Persentase desa yang

Peningkatan Kerjasama | melaksanakan kerjasama 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Desa antar desa

Kegiatan Fasilitasi

kerjasama antar desa Pezswntase becjapsana, dosn 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

dalam kabupaten/kota | YOE difasilitasi

Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen kerjasama

kerjasama antar Desa antar desa dalam 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100%

dalam kabupaten/kota kabupaten /kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen hasil

pembangunan kawasan fasilitasi pembangunan 5 Dokumen 1 Dokumen 20%

perdesaan kawasan perdesaan

Pro Admini i Persentase aparatur desa

P & intahan Desa yang telah mendapatkan 67% 40% 58% 43% 100% 61% 61% 91%
pelatihan

Kegiatan Pembinaan

dan pengawasan
Persentase aparatur desa

yelenggaraan

pen: yang dibina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

pemerintahan desa

mw.w ‘MMNQSE Fasilitasi Jumtah dekusien

M d :.wm. %mmhm_uﬁbs penyelenggaraan administrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

g pemerintahan desa

pemerintahan desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen hasil

penyusunan produk penyusunan produk hukum 456 Dokumen 0 114 Dokumen 114 Dokumen 100% 0 0 25%

hukum desa desa

WMM<MMM_MHﬁ Fasilitasi Jumlah dokumen hasil

ﬁmu.mnnE..mE,_ W%ﬂmﬂ“ﬁ»ﬂ m.MmMMMMmbmm: 456 Dokumen 0 0 o 0 0 0 0%

pembangunan desa

Sub Kegiatan Fasilitasi

pengelolaan keuangan Jumilsh dekumen pengelolesn 684 Dokumen 342 Dokumen 114 Dokumen 114 Dokumen 100% L4 114 Dokumen 83%
keuangan desa Dokumen

desa
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Sub Kegiatan Pembinaan

Jumlah aparatur pemerintah

MWMMMMWW»MMLHMW“&E M““Um“ﬂ»ﬂbqﬁmwmuamcxﬁ - 342 orang 157 orang 57 orang 57 orang 100% 57 orang 57 orang 79%
desa kapasitas
Sub Kegiatan Pembinaan | Jumlah dokumen hasil
m”.wﬁ“&bw“ﬂﬁh”% BUM mﬂ.ﬁmﬂ_ﬂb mmﬂbﬁw_.”ﬂ.“”hd&ﬁm: 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 83%
kerjasama antar desa kerjasama antar desa
Sub ._Amm..wﬂmb Jumlah laporan hasil
Penyelenggaraan enyelenggaraan pemilihan
pemilihan, pengangkatan vms. _mmmnmb nEM ’ 114 laporan 43 laporan 0 laporan 0 laporan 38%
dan pemberhentian vm:umvmhwﬂgng kepala desa
kepala desa P P
M“W%MMWM““HMM%M”W Jumlah dokumen profil desa 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 83%
; e TRT Jumlah dokumen hasil
WMM Mﬁm_nmﬂwﬁmshhmhﬂwﬂu_ fasilitasi manajemen 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 83%
peng pemerintahan desa
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah desa yang difasilitasi
penetapan dan dalam penetapan dan 40 Desa 6 Desa 10 Desa 10 Desa 100% 10 Desa 10 Desa 65%
penegasan batas desa penegasan batas desa
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen hasil
Mq“%“?ﬂmﬁﬂ:ﬂﬂ%%“ﬂﬂ MMMMN.M”HWMFMM-.W_%MMMN: e 12 Dokumen 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 83%
dan kelurahan kelurahan
Program Pemberdayaan
K gnrbnlwnh Persentase lembaga
Adat ._._hﬂ kemasyakatan desa yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
H.DB'-F“'. i .EH
Masyarakat Hukum
Adat
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Kegiatan Pemberdayaan
lembaga
kemasyarakatan yang
bergerak di bidang
pemberdayaan desa dan
lembaga adat tingkat P ¢ Toinil
daerah kabupaten/kota | ), vsrakatan desa yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
serta pemberdayaan fiberdaval
masyarakat hukum
adat yang masyarakat
pelakunya hukum adat
yang sama dalam
daerah kabupaten /
kota
Sub Kegiatan
Peningkatan kapasitas M%Hﬂmhr m.wm_ m_”._ﬁwmm.m
jelembagaan Lembaga | qesa/kelurahan (RT, RW, PKK,
Sasyea Posyandu LPM dan Karang
desa/kelurahan (RT, RW, taruna), Lembaga adat 422 lembaga 422 lembaga 422 lembaga 422 lembaga 100% 422 lembaga 422 lembaga 100%
PKK, Posyandu LPM dan &ammxwm_:ﬂnrhﬂwmwﬂ
Mn_m» n_Na i \_ r. ”ﬂ_..m_.mﬂhv% Masyarakat rﬂrﬂa. adat yang
Masysrakat hulum adat ditingkatkan kapasitasnya
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah laporan hasil fasilitasi .
pemerintah desa dalam pemerintah desa dalam
Sotuidsatan waliolons pemanfaatan teknologi tepat 6 laporan 3 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 83%
tepat guna guna
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah laporan hasil fasilitasi
Bulan Bhakti Gotong Bulan Bhakti Gotong Royong 4 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0% 0 laporan 0 laporan 0%
Royong Masyarakat Masyarakat
Sub Kegiatan Fasilitasi
Tim penggerak PKK Jumlah dokumen hasil
dalam menyelenggarakan | fasilitasi penyelenggaraan 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 80%

gerakan pemberdayaan
masyarakat dan
kesejahteraan keluarga

ketentraman, ketertiban dan
perlindungan masyarakat desa
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebahagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan fungsi;

a. Perumusan kebijakan dibidang fasilitasi pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa dan
fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset
desa;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa dan
fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset
desa;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa
dan fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan
aset desa;

d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang fasilitasi pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa dan
fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset
desa;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Berikut penyajian analisis pencapaian kinerja perangkat daerah pada Tabel

T-C.30;
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Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

. . Catatan
No. Indikator mv:gmﬁm_wm_..ﬂn_mmﬂ KK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Anilisls
Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 13 14
1 Persentase
pengentasan Desa 87,50% 100% 100% 100% 100% 87,50% 100% 100% 100% 100%
Tertinggal
2 Persentase peningkatan
Desa Mandiri 0,00% 1,10% 1,09% 1,08% 1,08% 12,79% 6,59% 13,79% 5,26% 11,00%
3 Persentase desa yang
tertata dengan baik 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100%
4 Jumlah Badan
Kerjasama Antar
Desa (BKAD) yang ) 13 BKAD | 13 BKAD | 13 BKAD | 13 BKAD E 13 BKAD | 13 BKAD | 13 BKAD 13 BKAD
difasilitasi
5 Jumlah desa yang
menyelenggarakan 114 desa 114 desa | lld4desa | 114 desa | 114desa | 114 desa | 114 desa | 114 desa | 114 desa 114 desa
tertib administrasi
6 Persentase lembaga
kemasyaraisatan dess. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan kelurahan yang
diberdayakan
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

Untuk menuju masyarakat desa yang mandiri, DPMD perlu mengangkat isu-
isu kembali faktor-faktor pelayanan yang merupakan permasalahan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
ditinjau dari gambaran pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Adapun isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya batas desa dengan titik koordinat yang dituangkan dalam
Peraturan Bupati

Pembinaan, dan Penyaluran dana desa dan Alokasi Dana Desa
Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

Belum optimalnya kerjasama desa

o & N

Belum optimalnya BUM desa dan BUM desa Bersama
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2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026

No. Rancangan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu indikatif
capaian indikatif capaian (Rp.000)
(Rp.000)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 12
6 11
01. PROGRAM Indeks kepuasan 83 PROGRAM Indeks kepuasan 84
PENUNJANG masyarakat Rp6.105.320 | PENUNJANG URUSAN masyarakat Rp6.105.320
URUSAN terhadap pelayanan PEMERINTAH terhadap pelayanan
PEMERINTAH Dinas PMD KABUPATEN/KOTA Dinas PMD
KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DPMD 72 Nilai SAKIP DPMD 73
01.2.01 Kegiatan Jumlah jenis Kegiatan Jumlah jenis
Perencanaan, laporan tahunan Perencanaan, laporan tahunan
penganggaran, dan yang disusun 6 dokumen | Rp  70.000 | penganggaran, dan yang disusun 6 dokumen | Rp  70.000
evaluasi kinerja evaluasi kinerja
perangkat daerah perangkat daerah
01.2.01.0006 Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah laporan Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah laporan
koordinasi dan Tanjabbar capaian kinerja dan koordinasi dan Tanjabbar capaian kinerja dan
penyusunan laporan ikhtisar realisasi penyusunan laporan ikhtisar realisasi
capaian kinerja dan kinerja SKPD dan capaian kinerja dan kinerja SKPD dan
ikhtisar realisasi laporan hasil 8 laporan ikhtisar realisasi laporan hasil 8 laporan
kinerja SKPD koordinasi triwulan Hp 70000 kinerja SKPD koordinasi triwulan Rp  70.000
penyusunan laporan penyusunan
capaian dan ikhtisar laporan capaian dan
realisasi kinerja ikhtisar realisasi
SKPD kinerja SKPD
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01.2.02 Kegiatan Administrasi Persentase Kegiatan Administrasi Persentase
keuangan perangkat Tindaklanjut hasil 100% Rp 4.250.000 keuangan perangkat Tindaklanjut hasil 100% Rp 4.250.000
daerah temuan daerah temuan
pemeriksaan pemeriksaan
01.2.02.0001 Sub kegiatan DPMD Kab. | Jumlah orang yang Sub kegiatan DPMD Kab. | Jumlah orang yang
penyediaan gaji dan Tanjabbar menerima gaji dan 31 orang Rp 4.000.000 | penyediaan gaji dan Tanjabbar menerima gaji dan 31 orang Rp 4.000.000
tunjangan ASN tunjangan ASN tunjangan ASN tunjangan ASN
01.2.02.0002 Sub kegiatan DPMD Kab. | Jumlah dokumen Sub kegiatan DPMD Kab. | Jumlah dokumen
penyediaan Tanjabbar hasil penyediaan 12 penyediaan Tanjabbar hasil penyediaan 12
administrasi administrasi dokumen Rp 250.000 | administrasi administrasi P Rp  250.000
pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas
ASN ASN ASN ASN
01.2.05 Kegiatan Administrasi Persentase Kegiatan Administrasi Persentase
kepegawaian peningkatan disiplin 100% Rp 72.900 kepegawaian peningkatan disiplin 100% Rp 72.900
perangkat daerah pegawai ' perangkat daerah pegawai ’
01.2.05.0002 Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah paket Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah paket
Pengadaan Pakaian Tanjabbar aian dinas Pengadaan Pakaian Tanjabbar aian dinas
UEM» beserta atribut Wwwnmuﬁw atribut 100 peket. | Ry 53.900 Dinas beserta atribut ' ﬁawﬁm atribut 10G:paket. | Rp 385,980
kelengkapannya kelengkapan kelengkapannya kelengkapan
01.2.05.0003 Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah pegawai Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah pegawai
Pendidikan dan Tanjabbar berdasarkan tugas Pendidikan dan Tanjabbar berdasarkan tugas
Pelatihan pegawai dan fungsi yang Pelatihan pegawai dan fungsi yang
berdasarkan tugas mengikuti S trong Rp  19.000 |y dasarkan tugas mengikuti 3 areng =p 12009
dan fungsinya pendidikan dan dan fungsinya pendidikan dan
pelatihan pelatihan
01.02.06 Kegiatan Administrasi Persentase cakupan 100% Kegiatan Administrasi Persentase cakupan 100%
umum perangkat layanan Rp 934.420 | umum perangkat layanan Rp 934.420
daerah administrasi umum daerah administrasi umum
01.02.06.0001 | Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah paket Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah paket
Penyediaan Tanjabbar komponen instalasi Penyediaan komponen | Tanjabbar komponen instalasi
komponen instalasi listrik /penerangan instalasi listrik/ penerangan
listrik/ penerangan bangunan kantor 12 paket Rp 11.000 | listrik/penerangan bangunan kantor 12 paket Rp 11.000
bangunan kantor yang disediakan bangunan kantor yang disediakan
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01.02.06.0002 | Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah paket Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah paket
Penyediaan peralatan | Tanjabbar peralatan dan Penyediaan peralatan | Tanjabbar peralatan dan
dan perlengkapan perlengkapan 12 paket Rp 48.000 | dan perlengkapan perlengkapan 12 paket Rp 48.000
kantor kantor yang kantor kantor yang
disediakan disediakan
01.02.06.,0004 | Sub Kegiatan DPFMD Kab. | Jumlah paket Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah paket
Penyediaan bahan Tanjabbar bahan logistik Penyediaan bahan Tanjabbar bahan logistik
logistik kantor kantor yang 1224 paket | Rp 21.420 | logistik kantor kantor yang 1224 paket | Rp 21.420
disediakan disediakan
01.02.06.0005 | Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah paket Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah paket
Penyediaan barang Tanjabbar barang cetakan dan Penyediaan barang Tanjabbar barang cetakan dan
cetakan dan penggandaan yang cetakan dan penggandaan yang
penggandaan disediakan Lot | Bp 45000 penggandaan disediakan 12 paket | Rp 45000
01.02.06.0006 | Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah dokumen Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah dokumen
Penyediaan bahan Tanjabbar bahan bacaan dan Penyediaan bahan Tanjabbar bahan bacaan dan
bacaan dan peraturan peraturan 1500 bacaan dan peraturan peraturan 1500
perundang-undangan perundang- dolumen: | °P 9.000 | perundang-undangan perundang- dokumen | RP 9.000
undangan yang undangan yang
disediakan disediakan
01.02.06.0009 | Sub Kegiatan dalam dan | Jumlah laporan Sub Kegiatan dalam dan | Jumlah laporan
Penyelenggaraan luar Kab. penyelenggaraan Penyelenggaraan luar Kab. penyelenggaraan
rapat koordinasi dan Tanjabbar rapat koordinasi 700 rapat koordinasi dan Tanjabbar rapat koordinasi 700
konsultasi SKPD dan konsultasi 1 Rp 800.000 | konsultasi SKPD dan konsultasi 1 Rp  800.000
SKPD SRR SKPD aporan
01.2.07 Kegiatan pengadaan Jumlah pengadaan 49 unit Kegiatan pengadaan Jumlah pengadaan 49 unit
Barang Milik Daerah BMD Barang Milik Daerah BMD
penunjang urusan Rp 399.000 | penunjang urusan Rp  399.000
pemerintah daerah pemerintah daerah
01.2.07.0001 Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah unit 6 unit Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah unit 6 unit
pengadaan kendaraan | Tanjabbar kendaraan dinas pengadaan kendaraan | Tanjabbar kendaraan dinas
perorangan dinas operasional atau Rp 153.000 | perorangan dinas atau operasional atau Rp  153.000
atau kendaraan dinas lapangan yang kendaraan dinas lapangan yang
disediakan jabatan disediakan

jabatan
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01.2.07.0005 Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah paket mebel 30 unit Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah paket mebel 30 unit
pengadaan mebel Tanjabbar yang disediakan Rp 36.000 pengadaan mebel Tanjabbar yang disediakan Rp 36.000
01.2.07.0006 Sub kegiatan DPMD Kab. | Jumlah unit 13 unit Sub kegiatan DPMD Kab. | Jumlah unit 13 unit
pengadaan peralatan Tanjabbar peralatan dan mesin pengadaan peralatan Tanjabbar peralatan dan
dan mesin lainnya lainnya yang Rp 210.000 | dan mesin lainnya mesin lainnya yang Rp  210.000
disediakan disediakan
01.02.08 Kegiatan Penyediaan Cakupan 100% Kegiatan Penyediaan Cakupan 100%
jasa penunjang penyediaan jasa jasa penunjang penyediaan jasa
urusan pemerintahan penunjang urusan Rp 137.000 | urusan pemerintahan penunjang urusan Rp 137.000
daerah pemerintahan daerah pemerintahan
daerah daerah
01.02.08.0001 | Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah laporan 12 laporan Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah laporan 12 laporan
Penyediaan jasa surat | Tanjabbar penyediaan jasa Penyediaan jasa surat | Tanjabbar penyediaan jasa
menyurat surat menyurat Rp 2.000 | menyurat surat menyurat Rp 2.000
01.02.08.0002 | Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah laporan 12 laporan Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah laporan 12 laporan
Penyediaan jasa Tanjabbar penyediaan jasa Penyediaan jasa Tanjabbar penyediaan jasa
komunikasi sumber komunikasi, sumber w 95.000 komunikasi sumber komunikasi, R 95.000
daya air dan listrik daya air dan listrik P i daya air dan listrik sumber daya air P g
yang disediakan dan listrik yang
disediakan
01.02.08.0004 | Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah laporan 12 laporan Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah laporan 12 laporan
Penyediaan jasa Tanjabbar | penyediaan jasa Penyediaan jasa Tanjabbar penyediaan jasa
pelayanan umum pelayanan umum Rp 40.000 | pelayanan umum pelayanan umum Rp 40.000
kantor kantor yang kantor kantor yang
disediakan disediakan
01.02.09 Kegiatan Jumlah total barang 55 unit Kegiatan Jumlah total barang 55 unit
Pemeliharaan barang milik daerah yang Pemeliharaan barang milik daerah yang
milik daerah dipelihara Rp 242.000 milik daerah dipelihara Rp  242.000

penunjang urusan
pemerintahan daerah

penunjang urusan
pemerintahan daerah
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01.02.09.0001 | Sub kegiatan DPMD Kab. | Jumlah kendaraan 13 unit Sub kegiatan DPMD Kab. | Jumlah kendaraan 13 unit
Penyediaan jasa Tanjabbar | perorangan dinas Penyediaan jasa Tanjabbar perorangan dinas
pemeliharaan, biaya atau kendaraan pemeliharaan, biaya atau kendaraan
pemeliharaan dan dinas jabatan yang pemeliharaan dan dinas jabatan yang
pajak kendaraan dipelihara dan Rp 175.000 | pajak kendaraan dipelihara dan Rp  175.000
perorangan dinas dibayarkan perorangan dinas atau dibayarkan
atau kendaraan dinas pajaknya kendaraan dinas pajaknya
jabatan jabatan
01.02.09.0006 | Sub kegiatan DPMD Kab. | Jumlah peralatan 40 unit Sub kegiatan DPMD Kab. | Jumlah peralatan 40 unit
Pemeliharaan Tanjabbar | dan mesin lainnya Pemeliharaan Tanjabbar dan mesin lainnya
peralatan dan mesin yang dipelihara Rp 17.000 peralatan dan mesin yang dipelihara Rp 17.000
lainnya lainnya
01.02.09.0009 | Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah gedung 3 unit Sub Kegiatan DPMD Kab. | Jumlah gedung 3 unit
Pemeliharaan/ Tanjabbar kantor dan Pemeliharaan/ Tanjabbar kantor dan
rehabilitasi gedung bangunan lainnya rehabilitasi gedung bangunan lainnya
kantor dan mwnmﬁum: yang Bp 301990 kantor dan bangunan yang y Rp BRL06D
lainnya dipelihara/direhabili lainnya dipelihara/direhabil
tasi itasi
2.13 URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
BIDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN Rp 6.552.800 | ppMBERDAYAAN Hp Sa8A00
MASYARAKAT DAN MASYARAKAT DAN
DESA DESA
2.13.02 Program Penataan Persentase desa 100% Program Penataan Persentase desa 100%
Desa dengan penataan Desa dengan penataan
yang baik Rp 250.000 yang baik Rp  250.000
2.13.02.2.01.0 | Kegiatan Persentase 100% Kegiatan Persentase 100%
001 penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan
penataan desa penataan desa Rp 250.000 | penataan desa penataan desa Rp  250.000
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2.13.02.2.01.0 | Sub kegiatan Kec. Jumlah desa yang 2 desa Sub kegiatan Kec. Batang | Jumlah desa yang 2 desa
001 pembentukan, Batang melakukan pembentukan, Asam dan melakukan
penggabungan dan Asam dan pembentukan, penggabungan dan Tebing pembentukan,
perubahan status Tebing penggabungan dan Rp 250.000 | perubahan status Tinggi penggabungan dan Rp  250.000
desa Tinggi perubahan status desa perubahan status
desa desa
2.13.03 Program Peningkatan Persentase desa 100% Program Peningkatan Persentase desa 100%
Kerjasama Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa yang melaksanakan
kerjasama antar Rp 170.000 kerjasama antar Rp  170.000
desa desa
2.13.03.2.01 Kegiatan Fasilitasi Persentase 100% Kegiatan Fasilitasi Persentase 100%
Kerjasama antar Desa kerjasama desa Kerjasama antar Desa kerjasama desa
yang difasilitasi Rp 170.000 yang difasilitasi Rp  170.000
2.13.03.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 1 dokumen Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 1 dokumen
003 Fasilitasi Tanjabbar hasil fasilitasi Fasilitasi Tanjabbar hasil fasilitasi
pembangunan pembangunan Rp 170.000 | pembangunan pembangunan Rp 170.000
kawasan perdesaan kawasan perdesaan kawasan perdesaan kawasan perdesaan
2.13.04 Program Administrasi Persentase aparatur 64% Program Administrasi Persentase aparatur 64%
Pemerintahan Desa desa yang telah Pemerintahan Desa desa yang telah
mendapatkan Rp 3.582.800 mendapatkan Rp 3.582.800
pelatihan pelatihan
2.13.04.2.01 Kegiatan Pembinaan Persentase aparatur 100% Kegiatan Pembinaan Persentase aparatur 100%
dan pengawasan desa yang dibina dan pengawasan desa yang dibina
penyelenggaraan penyelenggaraan
administrasi Rp 3.582.800 | administrasi Rp 3.582.800
pemerintahan desa pemerintahan desa
2.13.04.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 114 Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 114
002 Fasilitasi penyusunan | Tanjabbar hasil penyusunan dokumen Fasilitasi penyusunan | Tanjabbar hasil penyusunan dokumen
produk hukum desa produk hukum desa Rp 161.000 produk hukum desa produk hukum desa Rp 161.000
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2.13.04.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 114 Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 114
003 Fasilitasi penyusunan | Tanjabbar hasil penyusunan dokumen Fasilitasi penyusunan | Tanjabbar hasil penyusunan dokumen
perencanaan perencanaan Rp 203.800 | perencanaan perencanaan Rp  203.800
pembangunan desa pembangunan desa pembangunan desa pembangunan desa
2.13.04.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 114 Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 114
004 Fasilitasi pengelolaan | Tanjabbar pengelolaan dokumen Fasilitasi pengelolaan | Tanjabbar pengelolaan dokumen
keuangan desa keuangan desa Rp 220.000 | yeyangan desa keuangan desa Rp  220.000
2.13.04.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah aparatur Sub Kegiatan Kab. Jumlah aparatur
005 Pembinaan Tanjabbar pemerintah desa Pembinaan Tanjabbar pemerintah desa
peningkatan yang mengikuti peningkatan kapasitas yang mengikuti
kapasitas aparatur pembinaan 114.orang | Rp 280.000 aparatur pemerintah pembinaan Hioreng: | Bp  280.000
pemerintah desa peningkatan desa peningkatan
kapasitas kapasitas
2.13.04.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 1 dokumen Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 1 dokumen
008 Pembinaan dan Tanjabbar hasil pembinaan Pembinaan dan Tanjabbar hasil pembinaan
pemberdayaan BUM dan pemberdayaan pemberdayaan BUM dan pemberdayaan
desa dan Lembaga BUM desa dan Ep 251.000 desa dan Lembaga BUM desa dan Rp 251.000
kerjasama antar desa lembaga kerjasama kerjasama antar desa lembaga kerjasama
antar desa antar desa
2.13.04.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah laporan 15 laporan Sub Kegiatan Kab. Jumlah laporan 15 laporan
009 penyelenggaraan Tanjabbar | hasil penyelenggaraan Tanjabbar hasil
pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penyelenggaraan
pengangkatan, dan pemilihan, Rp 1.100.000 | pengangkatan, dan pemilihan, Rp 1.100.000
pemberhentian kepala pengangkatan, dan pemberhentian kepala pengangkatan, dan
desa pemberhentian desa pemberhentian
kepala desa kepala desa
2.13.04.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 1 dokumen Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 1 dokumen
011 Fasilitasi penyusunan | Tanjabbar profil desa Fasilitasi penyusunan | Tanjabbar profil desa
profil desa Rp 250.000 | brofil desa Rp  250.000
2.13.04.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 1 dokumen Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 1 dokumen
013 Fasilitasi pengelolaan | Tanjabbar hasil pengelolaan Fasilitasi pengelolaan | Tanjabbar hasil pengelolaan
Rp 120.000 | pset desa aset desa Rp 1200000

aset desa

aset desa
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2.13.04.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah anggota 114 orang Sub Kegiatan Kab. Jumlah anggota 114 orang
014 Pembinaan Tanjabbar BPD yang mengikuti Pembinaan Tanjabbar BPD yang mengikuti
peningkatan pembinaan peningkatan kapasitas pembinaan
kapasitas Badan peningkatan Rp 250000 Badan peningkatan Kp, 480400
Permusyawaratan kapasitas Permusyawaratan kapasitas
Desa Desa
2.13.04.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah desa yang 10 desa Sub Kegiatan Kab. Jumlah desa yang 10 desa
015 Fasilitasi penetapan Tanjabbar difasilitasi Fasilitasi penetapan Tanjabbar difasilitasi
dan penegasan batas penetapan dan Rp 280.000 | dan penegasan batas penetapan dan Rp  280.000
desa penegasan batas desa penegasan batas
desa desa
2.13.04.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah laporan 114 Sub Kegiatan Kab. Jumlah laporan 114
016 Fasilitasi pembinaan Tanjabbar | hasil pembinaan laporan Rp 167.000 Fasilitasi pembinaan Tanjabbar hasil pembinaan laporan Rp  167.000
laporan kepala desa laporan kepala desa laporan kepala desa laporan kepala desa
2.13.04.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 2 dokumen Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 2 dokumen
018 Fasilitasi evaluasi Tanjabbar hasil evaluasi Fasilitasi evaluasi Tanjabbar hasil evaluasi
perkembangan desa perkembangan desa perkembangan desa perkembangan desa
serta lomba desa dan serta lomba desa Rp 300.000 | serta lomba desa dan serta lomba desa Rp  300.000
kelurahan dan kelurahan kelurahan dan kelurahan
2.13.05 Program Persentase lembaga 100% Program Persentase lembaga 100%
Pemberdayaan kemasyakatan desa Pemberdayaan kemasyakatan desa
Lembaga yang aktif Lembaga yang aktif
Kemasyarakatan, Rp 2.550.000 | Kemasyarakatan, Rp 2.550.000

Lembaga Adat, dan
Masyarakat Hukum
Adat

Lembaga Adat, dan
Masyarakat Hukum
Adat

27




RENCANA KERJA | 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01 Kegiatan Persentase lembaga 100% Kegiatan Persentase lembaga 100%
Pemberdayaan kemasyarakatan Pemberdayaan kemasyarakatan
lembaga desa yang lembaga desa yang
kemasyarakatan yang diberdayakan kemasyarakatan yang diberdayakan
bergerak di bidang bergerak di bidang
pemberdayaan desa pemberdayaan desa
dan lembaga adat dan lembaga adat
tingkat daerah tingkat daerah
kabupaten/kota serta Rp2.550.000 kabupaten/kota serta Ep 2530.000
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat hukum masyarakat hukum
adat yang masyarakat adat yang masyarakat
pelakunya hukum pelakunya hukum
adat yang sama adat yang sama dalam
dalam daerah daerah kabupaten /
kabupaten / kota kota
2.13.05.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah lembaga 422 Sub Kegiatan Kab. Jumlah lembaga 422
003 Peningkatan Tanjabbar kemasyarakatan lembaga Peningkatan kapasitas | Tanjabbar kemasyarakatan lembaga
kapasitas desa/kelurahan (RT, kelembagaan desa/kelurahan
kelembagaan RW, PKK, Posyandu, Lembaga (RT, RW, PKK,
Lembaga LPM, dan Karang kemasyarakatan Posyandu, LPM, dan
kemasyarakatan taruna), lembaga desa/kelurahan (RT, Karang taruna),
desa/kelurahan (RT, adat Rp 670.000 | RW, PKK, Posyandu lembaga adat Rp 670.000
RW, PKK, Posyandu desa/kelurahan dan LPM dan Karang desa/kelurahan dan
LPM dan Karang masyarakat hukum taruna), Lembaga adat masyarakat hukum
taruna), Lembaga adat yang desa/kelurahan dan adat yang
adat desa/kelurahan ditingkatkan Masyarakat hukum ditingkatkan
dan Masyarakat kapasitasnya adat kapasitasnya
hukum adat
2.13.05.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 1 dokumen Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 1 dokumen
005 Fasilitasi Tanjabbar | hasil fasilitasi Fasilitasi Tanjabbar hasil fasilitasi
pengembangan usaha pengembangan pengembangan usaha pengembangan
ekonomi masyarakat usaha ekonomi ekonomi masyarakat usaha ekonomi
dan pemerintah desa masyarakat dan Rp 300.000 dan pemerintah desa masyarakat dan Rp  300.000

dalam meningkatkan
pendapatan asli desa

pemerintah desa
dalam
meningkatkan
pendapatan asli
desa

dalam meningkatkan
pendapatan asli desa

pemerintah desa
dalam
meningkatkan
pendapatan asli
desa
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2.13.05.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah laporan 1 laporan Sub Kegiatan Kab. Jumlah laporan 1 laporan
006 Fasilitasi pemerintah Tanjabbar hasil fasilitasi Fasilitasi pemerintah Tanjabbar hasil fasilitasi
desa dalam pemerintah desa Rp 180.000 | desa dalam pemerintah desa Rp 180.000
pemanfaatan dalarn pemanfaatan pemanfaatan dalam pemanfaatan
teknologi tepat guna teknologi tepat guna teknologi tepat guna teknologi tepat guna
2.13.05.2.01.0 | Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 1 dokumen Sub Kegiatan Kab. Jumlah dokumen 1 dekumen
009 Fasilitasi Tim Tanjabbar hasil fasilitasi Tim Fasilitasi Tim Tanjabbar hasil fasilitasi Tim
penggerak PKK dalam penggerak PKK penggerak PKK dalam penggerak PKK
menyelenggarakan dalam menyelenggarakan dalam
gerakan penyelenggaraan gerakan penyelenggaraan
pemberdayaan gerakan Rp! 1,400.000 pemberdayaan gerakan Rp 1.400.000
masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan
kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dan
keluarga kesejahteraan keluarga kesejahteraan
keluarga keluarga
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5 . | Indikator
No Program/Kegiatan Lokasi Kifieja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DPMD

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penjabaran dari RPJM Nasional bagi setiap Kementerian/Lembaga adalah
dalam bentuk visi, misi, tujuan, strategi , kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan seuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang
disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif,
penjabaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Telaahan Renstra Kementerian/
Lembaga (K/L) ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Tanjung Jabung Barat pada 2 (dua) Kementerian/Lembaga, yaitu :

1. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

2. Kementerian Dalam Negeri

Kemudian yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
yang mempengaruhi permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah

Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi adalah sebagai berikut:
Faktor Penghambat yaitu :

1. Masih kurangnya kapasitas SDM
2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana

Faktor Pendorong, yaitu;
1. Adanya bantuan keuangan dari pemerintah
2. Adanya SDA yang banyak

3. Adanya peraturan dari pemerintah
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1.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah
untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan capaian target kinerja tahun lalu
untuk dijadikan sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kerja tahun
berikutnya. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan misi,
sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai
dimasa yang akan datang. Dengan demikian tujuan disusunnya rencana kerja
ini adalah untuk memperjelas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tujuan dan sasaran
serta untuk mencapai misi yang telah ditetapkan, tujuannya adalah
meningkatkan keberdayaan desa dengan sasarannya meningkatkan tata kelola
pemerintahan desa yang baik, maka sasaran program yang akan dicapai

sebagai berikut :

a. Meningkatnya penataan desa

b. Meningkatnya kerjasama yang dilakukan oleh desa

O

Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah
merupakan bagian dari sistem manejemen perencanaan pembangunan
partisipatif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan
keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun
penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan sudah
berdasarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 3406
Tahun 2024.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung
Jabung barat yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati dan RPJMD Tahun 2021-2026.
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Adapun program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah

untuk pencapaian tujuan dan sasaran, kemudian dengan memperhatikan

beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi. Adapun identifikasi

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain;

1. Keterbatasan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa.

. Belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik.

. Masih lemahnya pemahaman aparatur pelaksana di desa terkait tata kelola

keuangan dan pembangunan desa serta penerapan Teknologi Tepat Guna.

. Belum optimalnya pengelolaan BUMDesa dan BUMDesa Bersama

. Partisipasi dan kemandirian masyarakat belum optimal yang disebabkan

semakin lunturnya budaya gotong royong.

. Terbatasnya tenaga teknis pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya

koordinasi antar Instansi terkait, maka program kerja yang akan
direncanakan Tahun 2026 ini adalah sebagaimana berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1.

Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat
daerah dengan sub kegiatan;

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah dengan sub kegiatan;

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan sub kegiatan;
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya
Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dengan sub kegiatan;
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
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- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan
daerah
- Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan
dinas jabatan
- Sub kegiatan pengadaan mebel
- Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
6. Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sub kegiatan;
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan
perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
II. Program Penataan Desa
Kegiatan Penyelenggaraan penataan desa, dengan sub kegiatan;
- pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa
III. Program Peningkatan Kerjasama Desa
Kegiatan Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota dengan sub kegiatan;
- Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan
III. Program Administrasi Pemerintahan Desa
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi
pemerintahan desa dengan sub kegiatan;
- Fasilitasi penyusunan produk hukum desa
- Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
- Fasilitasi pengelolan keuangan desa
- Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar
desa

- Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
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Fasilitasi penyusunan profil desa

Fasilitasi pengelolaan aset desa

Pembinaan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa

Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa

Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

IV. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat
Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang

pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta

pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum

adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan,

- Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan

desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna),

lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat

- Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa

dalam meningkatkan pendapatan asli desa

- Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna

- Fasilitasi tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan

pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Berikut Tabel T-C.33;
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T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

ode Urusan/Bidang d-.””l._lrh i . Rencana Tahun 2026 Siaian Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
Pro, \qu”ﬂs Program/Keglatan Lokasi Terget Capatan Kebutuhan Sumber Dana Penting Target Capaian Kebutnhan Dana/Pagn
PR, Kinerja Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Indeks kepuasan masyarakat 84
01. PEMERINTAH terhadap pelayanan Dinas PMD Rp 6.105.320.000 Rp 6.765.000.000
KABUPATEN/KOTA
Nilai SAKIP DPMD 73
Kegiatan Perencanaan, Jumilal
01.2.01 penganggaran, dan evaluasi i Jenls lapozsn talmman 6 dokumen Rp 70.000.000 6 dokumen Rp 75.000.000
kinerja perangkat daerah yang
Jumlah laporan capaian kinerja
Sub Kegiatan koordinasi dan dan ikhtisar realisasi kinerja Dari Tianiter
penyusunan laporan capaian SKPD dan laporan hasil DPMD Kab. 4 ” s
01.2.01.0006 kinerja dan ikhtisar realisasi koordinasi penyusunan laporan Tanjabbar 8 laporan triwulan | Rp 70.000.000 Mﬂ.ﬂmﬂ”_ wﬂwﬂ 8 laporan triwulan Rp 75.000.000
kinerja SKPD capaian dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Kegiatan Administrasi kenangan | Persentase Tindaklanjut hasil 00° 250.000.000 00° 000.000
013.0% perangkat daerah temuan pemeriksaan 100 L . Yy ATTRONN:
3 ; i ; Dana Transfer
Sub kegiatan penyediaan gaji dan Jumlah orang yang menerima DPMD Kab. "
01.2.02.0001 tunjangan ASN gaji dan tunjangan ASN Tanjabbar 31 orang Rp 4.000.000.000 MH.MMMM_ __H.VMMME 31 orang Rp 4.500.000.000
Sub kegiatan penyediaan Jumlah dokumen hasil DPMD Kab Dana Transfer
01.2.02.0002 administrasi pelaksanaan tugas penyediaan administrasi Tani Uvm . 12 dokumen Rp 250.000.000 | Umum-Dana 12 dokumen Rp 275.000.000
ASN pelaksanaan tugas ASN anjabbar Alokasi Umum
Kegiatan Administrasi Persentase peningkatan disiplin
01.2.05 kepegawaian perangkat daerah pegawai 100% Rp 72.900.000 100% Rp 80.000.000
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Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian

Dana Transfer

: : Jumlah paket pakaian dinas DPMD Kab.
01.2.05.0002 Dinas beserta atribut beserta atribut kelengkapan Tanjabbar 100 paket Rp 53.900.000 | Umum-Dana 100 paket Rp 60.000.000
kelengkapannya Alokasi Umum
Sub Kegiatan Pendidikan dan Jumlah pegawai berdasarkan DPMD Kab Dana Transfer
01.2.05.0003 Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Tani ' 3 orang Rp 19.000.000 | Umum-Dana 3 orang Rp 20.000.000
3 s o : anjabbar :
tugas dan fungsinya pendidikan dan pelatihan Alokasi Umum
Kegiatan Administrasi umum Persentase cakupan layanan
01.02.06 kst daeeal dcuintatrast uainn 100% Rp 934.420.000 100% Rp 1.040.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah paket komponen Dana Transfer
komponen instalasi instalasi listrik/penerangan DPMD Kab.
01.02.06.0001 listrik/penerangan b Akd b nan kantor yang Tanjabbar 12 paket Rp 11.000.000 C_.b:-ﬂwcm.sm. 12 paket Rp 12.000.000
angit ang. Alokasi Umum
kantor disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah paket peralatan dan DPMD Kab Dana Transfer
01.02.06.0002 peralatan dan perlengkapan perlengkapan kantor yang Tani | 12 paket Rp 48.000.000 | Umum-Dana 12 paket Rp 50.000.000
R anjabbar .
kantor disediakan Alokasi Umum
; y o, Dana Transfer
Sub Kegiatan Penyediaan bahan Jumlah bahan logistik kantor DPMD Kab.
01.02.06.0004 logistik kantor yang disediakan Tanjabbar 1224 paket Rp 21.420.000 C._BE.:..Umbm. 1224 paket Rp 22.000.000
Alokasi Umum
. s Jumlah paket barang cetakan Dana Transfer
01.02.06.0005 F Fagte, teny wa:ﬁuﬁﬁm dan penggandaan yang e 12 paket Rp 45.000.000 | Umum-Dana 12 paket Rp 46.000.000
penge disediakan y Alokasi Umum
Sub Kegiatan Penyediaan bahan Jumlah dokumen bahan bacaan DPMD Kab Dana Transfer
01.02.06.0006 bacaan dan peraturan perundang- | dan peraturan perundang- Tani - 1500 dokumen Rp 9.000.000 | Umum-Dana 1500 dokumen Rp 10.000.000
i A anjabbar .
undangan undangan yang disediakan Alokasi Umum
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah laporan penyelenggaraan P L s Dana Transfer
01.02.06.0009 rapat koordinasi dan konsultasi rapat koordinasi dan konsultasi A 700 laporan Rp 800.000.000 | Umum-Dana 800 laporan Rp 900.000.000
Kab. Tanjabbar h
SKPD SKPD Alokasi Umum
Kegiatan pengadaan Barang
01.2.07 Milik Daerah penunjang urusan Jumlah pengadaan BMD 49 unit Rp 399.000.000 42 unit Rp 390.000.000
pemerintah daerah
’ Jumlah unit kendaraan
Sub Kegiatan pengadaan perorangan dinas atau DPMD Kab. ) Dana Transfer )
01.2.07.0001 kendaraan perorangan dinas atau 2 : : 6 unit Rp 153.000.000 | Umum-Dana 5 unit Rp 150.000.000
R & kendaraan dinas jabatan yang Tanjabbar .
kendaraan dinas jabatan T Alokasi Umum
disediakan
Dana Transfer
i Jumlah paket mebel yan| DPMD Kab. ; 5
01.2.07.0005 Sub Kegiatan pengadaan mebel el mrm: yang Tanjabbar 30 unit Rp 36.000.000 | Umum-Dana 30 unit Rp 40.000.000
Alokasi Umum
7 ; ; Dana Transfer
Sub kegiatan pengadaan peralatan | Jumlah unit peralatan dan mesin DPMD Kab. : = .
01.2.07.0006 dany mesin lainaya Jainnya yang disediakan Tanjabbar 13 unit Rp 210.000.000 | Umum-Dana 7 unit Rp 200.000.000

Alokasi Umum
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Kegiatan Penyediaan jasa Cakupan penyediaan jasa
01.02.08 penunjang urusan pemerintahan | penunjang urusan 100% Rp 137.000.000 100°% Rp 147.000.000
daerah pemerintahan daerah
. 5 ; . r Dana Transfer
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Jumlah laporan penyediaan jasa DPMD Kab.
01.02.08.0001 surat menyurat surat menyurat Tanjabbar 12 laporan Rp 2.000.000 M_E:E_._um:w 12 laporan Rp 2.000.000
okasi Umum
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Jumlah laporan penyediaan jasa DPMD Kab Dana Transfer
01,02.08.0002 komunikasi sumber daya air dan komunikasi, sumber daya air dan ._..mb.muumu._ 12 laporan Rp 95.000.000 | Umum-Dana 12 laporan Rp 100.000.000
listrik listrik yang disediakan 4 Alokasi Umum
. . . Jumlah laporan penyediaan jasa Dana Transfer
Sub Kegiatan Penyediaan jasa . DPMD Kab.
01.02.08.0004 pelayanan umum kantor —uw_mww:m: umum kantor yang Tanjabbar 12 laporan Rp 40.000.000 | Umum-Dana 12 laporan Rp 45.000.000
disediakan Alokasi Umum
Kegiatan Pemeliharaan barang :
01.02.09 milik daerah penunjang urusan i 1 ai £ 55 unit Rp 242.000.000 55 unit Rp 258.000.000
pemerintahan daerah yung dipelihats
MMMM.@W“”M vﬁﬂvﬁbﬂwﬂmﬁ: M:E_m& xaﬂmu&%mﬂ ﬁQ.Mnhammﬂ DPMD Kab 2 bil d Dana Transfer 5 bild
: y inas atau kendaraan dinas ab. unit mobil dan unit mobil dan
01.02.09.0001 am: pajak kendaraan perorangan jabatan yang dipelihara dan Tanjabbar TS aniimates Rp 175.000.000 | Umum-Dana S h— Rp 180.000.000
dinas atau kendaraan dinas dibayarkan pajaknya Alokasi Umum
jabatan Y PRy
3 3 . Dana Transfer
Sub kegiatan Pemeliharaan Jumlah peralatan dan mesin DPMD Kab. ; .
01,02.09.0006 peralatan dan mesin lainnya lainnya yang dipelihara Tanjabbar 40 unit Rp 17.000,000 Casa..Dan 40 unit Rp 18.000.000
Alokasi Umum
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Jumlah gedung kantor dan DPMD Kab Dana Transfer
01.02.09.0009 rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang ._.g.wv_uﬂﬁ. 3 unit Rp 50.000.000 | Umum-Dana 3 unit Rp 60.000.000
bangunan lainnya dipelihara/direhabilitasi J Alokasi Umum
URUSAN PEMERINTAHAN
2.13 BIDANG PEMBERDAYAAN Rp 6.552.800.000 Rp 8.126.800.000
MASYARAKAT DAN DESA
Persentase desa dengan
2.13.02 Program Penataan Desa penstasn yang baik 100% Rp 250.000.000 100% Rp 250.000.000
Kegiatan penyelenggaraan Persentase penyelenggaraan
2.13.02.2.01 penstasn desa penatasn dess 100% Rp 250.000.000 100% Rp 250.000.000
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Desa
persiapan
Sungai Ari,
; Jumlah desa yang melakukan Kec. Batang
Sub Kegiatan pembentukan, !
pembentukan, penghapusan, Asam dan
2.13.02.2.01.0001 | penghapusan, penggabungan dan B abungan, dan perubshan Desa 2 desa Rp 250.000.000 2 desa Rp 250.000.000
perubahan status desa & :
status desa persiapan
Rimbo Asri,
Kec. Tebing
Tinggi
Fasilitasi Peningkat Persentase desa yang
elaksanakan
2.13.03 K n_ D M—.II kerjasama antar 100% Rp 170.000.000 100% Rp 180.000.000
Kegiatan Fasilitasi kerjasama Persentase kerjasama desa
2.13.03.2.01 antar desa fifasilitasi 100% Rp 170.000.000 100% Rp 180.000.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen hasil fasilitasi Dana Transfer
2.13.03.2.01.0003 pemb nan kawasan perdesaan pembangunan kawasan Kab. Tanjabbar 1 dokumen Rp 170.000.000 CB.._B..Umbw 1 dekumen Rp 180.000.000
& perdesaan Alokasi Umum
Program Administrasi Persentase aparatur desa yang
2.13.04 v intahan D telal japat} latil 64% Rp 3.582.800.000 67% Rp 5.021.800.000
Kegiatan Pembinaan dan
2.13.04.2.01 pengawasan penyelenggaraan -__!__ _._.a.u!. aparatuz desa yung 100% Rp 3.582.800.000 100% Rp 5.021.800.000
administrasi pemerintahan desa
J P - Dana Transfer
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen hasil X
2.13.04.2.01.0002 penyusunan produk hukum desa penyusunan produk hukum desa Kab. Tanjabbar 114 dokumen Rp 161.000.000 Nﬂﬂ“..ﬂ””—: 114 dokumen Rp 161.000.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen hasil Dana Transfer
2.13.04.2.01.0003 | penyusunan perencanaan penyusunan perencanaan Kab. Tanjabbar 114 dokumen Rp 203.800.000 | Umum-Dana 114 dokumen Rp 203.800.000
pembangunan desa pembangunan desa Alokasi Umum
; o 5 Dana Transfer
2.13.04.2.01.0004 | Sub Kegiatan Fasilitasi dumlsh dekuraen peogsiolasn Kab. Tanjebbar | 114 dokumen | Rp 220.000.000 | Umum-Dana 114 dokumen Rp 220.000.000
pengelolaan keuangan desa keuangan desa Alokasi Umum
Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah aparatur pemerintah Dana Transfer
2.13.04.2.01.0005 | peningkatan kapasitas aparatur desa yang mengikuti pembinaan Kab. Tanjabbar 114 orang Rp 280.000.000 | Umum-Dana 157 orang Rp 350.000.000
pemerintah desa peningkatan kapasitas Alokasi Umum
: Jumlah dokumen hasil
Sub Kegiatan Pembinaan dan - Dana Transfer
2.13.04.2.01.0008 | pemberdayaan BUM desa dan pembinaan dan pemberdayasn Kab. Tanjabbar 1 dokumen Rp 251.000.000 | Umum-Dana 1 dokumen Rp 260.000.000

Lembaga kerjasama antar desa

BUM desa dan Lembaga
Kerjasama antar desa

Alokasi Umum
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Sub Kegiatan penyelenggaraan

Jumlah laporan hasil
penyelenggaraan pemilihan,

Dana Transfer

2.13.04.2.01.0009 | pemilihan, pengangkatan dan Kab. Tanjabbar 15 laporan Rp 1.100.000.000 | Umum-Dana 56 laporan Rp 2.400.000.000
2 pengangkatan dan !
pemberhentian kepala desa : Alokasi Umum
pemberhentian kepala desa
Sub Kegiatan Fasilitasi g
2.13.04.2.01.0011 ub tegl Jumlah dokumen profil desa Kab. Tanjabbar 1 dokumen Rp 250.000.000 | Umum-Dana 1 dokumen Rp 260.000.000
penyusunan profil desa Aloksai U
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen hasil Dana Tranafer
2.13.04.2.01.0013 gl Kab. Tanjabbar 1 dokumen Rp 120.000.000 | Umum-Dana 1 dokumen Rp 120.000.000
pengelolaan aset desa pengelolaan aset desa Alokasi Umum
Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah anggota BPD yang Dana Transfer
2.13.04.2.01.0014 | peningkatan kapasitas Badan mengikuti pembinaan Kab. Tanjabbar 114 orang Rp 250.000.000 | Umum-Dana 114 orang Rp 275.000.000
Permusyawaratan Desa peningkatan kapasitas Alokasi Umum
Sub Kegiatan Fasilitasi penetapan Jumlah desa yang difasilitasi Dana Transfer
2.13.04.2.01.0015 m: gl 1P P penetapan dan penegasan batas | Kab. Tanjabbar 10 desa Rp 280.000.000 | Umum-Dana 10 desa Rp 280.000.000
an penegasan batas desa !
desa Alokasi Umum
. s ) ” > Dana Transfer
2.13.04.2.01.0016 | Sub Kegiatan Fasilitasi pembinaan | Jumlah laporan hasil pembinaan | .y, raniabbar 114 laporan Rp 167.000.000 | Umum-Dana 114 laporan Rp 167.000.000
laporan kepala desa laporan kepala desa Klokasi Umum
Sub Kegiatan Fasilitasi evaluasi Jumlah dokumen hasil evaluasi Dana Transfer
2,13.04.2.01.0018 | perkembangan desa serta lomba perkembangan desa serta lomba Kab. Tanjabbar 2 dokumen Rp 300.000.000 | Umum-Dana 2 dokumen Rp 325.000.000
desa dan kelurahan desa dan kelurahan Alokasi Umum
Program Pemberdayaan Lembaga | Persentase lembaga
2.13.058 Kemasyarakatan, Lembaga Adat, | kemasyakatan desa dan 100% Rp 2.550.000.000 100% Rp 2.675.000.000
dan Masyarakat Hukum Adat kelurahan yang alktif
Kegiatan Pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan yang bergerak
di bidang pemberdayaan desa
dan _““ﬂ““l adat tingkat daerah P ¢ lemt
2.13.05.2.01 kemasyarakatan desa yang 100% Rp 2.550.000.000 100% Rp 2.675.000.000
pemberdayaan masyarakat diberdaval
hukum adat yang masyarakat
pelakunya hukum adat yang
sama dalam daerah kabupaten /
kota
Sub Kegiatan Peningkatan
X Jumlah lembaga kemasyarakatan
kapasitas kelembagaan Lembaga | 4. /i elurahan (RT, RW, PKK,
kemasyarakatan desa/kelurahan P du. LPM. dan K D T ».
(RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan CRYROCIH, LI, Gan: AATATG , . Hne, rameler
2 2 i taruna), lembaga adat Kab. Tanjabbar 422 lembaga Rp 670.000.000 | Umum-Dana 422 lembaga Rp 700.000.000

Karang taruna), Lembaga adat
desa/kelurahan dan Masyarakat
hukum adat

desa/kelurahan dan masyarakat
hukum adat yang ditingkatkan
kapasitasnya

Alokasi Umum
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Sub Kegiatan Fasilitasi
pengembangan usaha ekonomi

Jumlah dokumen hasil fasilitasi
pengembangan usaha ekonomi

Dana Transfer

2.13.05.2.01.0005 | masyarakat dan pemerintah desa masyarakat dan pemerintah desa | Kab. Tanjabbar 1 dokumen Rp 300.000.000 | Umum-Dana 1 dokumen Rp 325.000.000
dalam meningkatkan pendapatan dalam meningkatkan pendapatan Alokasi Umum
asli desa asli desa
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah _wwﬂm: :%M; fasilitasi Dana Transfer
2.13.05.2.01.0006 | pemerintah desa dalam PEMEnNtan cena R Kab. Tanjabbar 1 laporan Rp 180.000.000 | Umum-Dana 1 laporan Rp 200.000.000
: pemanfaatan teknologi tepat :
pemanfaatan teknologi tepat guna _guna Alckasi Umum
Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Jumlah dokumen hasil fasilitasi
penggerak PKK dalam Tim penggerak PKK dalam Dana Transfer
2.13.05.2.01.0009 | menyelenggarakan gerakan penyelenggaraan gerakan Kab. Tanjabbar 1 dokumen Rp 1.400.000.000 | Umum-Dana 1 dokumen Rp 1.450.000.000

pemberdayaan masyarakat dan
kesejahteraan keluarga

pemberdayaan masyarakat dan
kesejahteraan keluarga

Alokasi Umum

JUMLAH

Rp 12.658.120.000

Rp 14.891.800.000

Kuala Tungkal, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pefibina Tingkat |
NIP. 19840624 201101 1 005
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BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA Pagu Indikatif
P K dan ket 4 a EIDMONSM_.? Tahun Sumber
No. € Sub rnﬂln.iﬂ Lokasi Sasaran Hasil Program Hasil Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan TA.2026 e
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 S 6 * 8 9 10 1 12
uoﬂnﬁn—lhdu“o—: i
yanan kepuasan
publik, akuntabilitas masyarakat
PROGRAM PENUNJANG kinerja dan keuangan terhadap -
01. URUSAN PEMERINTAH pelayanan Rp 6.105.320.000 Rp 6.765.000.000
KABUPATEN/KOTA Dinas PMD
Nilai SAKIP T2
Kegiatan Perencanaan, & M i Jumlah 6
perencanaan,
2 penganggaran, okumen
M_. 2.0 Inasi dan penganggaran, dan .—_ P doku Rp 70.000.000 | Rp 75.000.000
Enb.n._ __ evaluasi kinerja 3 e ] men
. perangkat daerah
Jumlah laporan
capaian kinerja
dan ikhtisar
2 8 realisasi kinerja Dana
mmw xwm“.wﬁw“qswwoﬂ_wwww DPMD SKPD dan Transfer
01.2.0 en DWm.:rEu@ a mm:v Kab. Meningkatnya kualitas laporan hasil 8 laporan R 70.000.000 R 75.000.000 Umum-
1.0006 .Emmm nm.zmwmm TES Tanjabb pelaporan capaian kinerja koordinasi P P U P : 3 Dana
_mvaE, 3 1 ar penyusunan Alokasi
laporan capaian Umum
dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
012.0 tan Administrasi Meningkatnya kualitas Persentase 100%
1.2. tegi pengelolaan administrasi tindaklanjut
2 ”ﬂ% perangkat keuangan SKPD Twaidll Gosnnians Rp 4.250.000.000 | Rp 4.775.000.000
e pemeriksaan
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Jumlah orang Dana
DPMD vang menerima Transfer
01.2.0 | Sub kegiatan penvediaan | Kab. Menin, va gaji dan Umum-
2.0001 | gaji dom tunjangan ASN | Tanjabb x&&pmﬂwﬁ pegawai tunjangan ASN 3lorang | Rp  4.000.000.000 | Rp  4.500.000.000 | puyy
ar Alokasi
Umum
Jumlah Dana
o St kngintan, penyedinan mv_w._c - . morc@ﬂms hasil . .mnmb&.o_,
01.2. 3% 5 % ab. eningkatnya semanga penyediaan mum-
2.0002 Pmﬂwu_mqmﬁ_ " ASN Tanjabb dalam bekerja administrasi dokumen Rp 350,000,000 Ep &75.500.090 Dana
polaxaanann s ar pelaksanaan Alokasi
tugas ASN Umum
o1.2.0 | Kegiatan Administrasi Meningkatnya ?ulﬁﬁﬁh
- kepegawaian perangkat kedisiplinan pegawai E & 100% Rp 72.900.000 | Rp 80.000.000
9 daerah Dinas PMD Nstghs
_peguwal
Jumlah paket Dana
§ DPMD pakaian dinas Transfer
Sub Kegiatan Pengadaan 3 § . 2
01.2.0 | o i Dinas beserta Keb. Menitghataya kerapisn S b wlel uis 100 paket | Rp 53.900.000 | Rp 60.000,000 | Umum-
5.0002 atribut kelengkapannya Tanjabb pegawai Dinas PMD kelengkapan Dana
PRI ar Alokasi
Umum
Jumlah pegawai Dana
Sub Kegiatan vmsa__.ma.nn.... DPMD Meningkatnya berdasarkan ] Transfer
26005 | homtocerken thpsedan | Tanjabb | Pengstahuan dan kinerja e g | doreng | Rp 19000000 | Rp 20000000 | poiT
fungsinya pegtovel Dinas ENID didikan dan Alokasi
gsiny. ar pen i
pelatihan Umum
0102 Kegiatan Administrasi Cakupan 100%
.02. Meningkatnya kinerja layanan
06 umum perangkat bagi pegawai Dinas PMD adkotatvait Rp 934.420.000 | Rp 1.040.000.000
dasrih umum
Tersedianya komponen Jumlah paket 12 paket Dana
instalasi komponen Transfer
listrik/penerangan instalasi Umum-
01.02. W;W Kegiatan M.M_:wm&mmb va_w.:u bangunan kantor :wﬁnr\vm:m_.mbm Mﬂﬂw
omponen instalasi ab. an bangunan olcasi
mm.ooo lstrik/penerangan Tanjabb xﬁnonw:m:m Rp 11.000.000 | Rp 12.000.000 | (O¥as
bangunan kantor ar disediakan
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Tersedianya alat-alat tulis Jumlah paket 12 paket Dana
01.02. Sub Kegiatan Penyediaan WMW.— B knntor WM“N“M“MMM ﬁﬂ”ﬂﬁnmn
Mm,coo vﬂ.w._ﬂ_ﬂb mMM - Tanjabb kemtor yang Rp 48.000.000 | Rp 50.000.000 Dana
periengxap ar disediakan Alokasi
Umum
Tersediannya makan Jumlah paket 1224 Dana
01.02 DPMD minum rapat bahan logistik paket Transfer
‘= | Sub Kegiatan Penyediaan | Kab. kantor yang Umum-
mm.ooo bahan logistik kantor Tanjabb dissdisican Rp 21.420.000 | Rp 22.000.000 | pana
ar Alokasi
Umum
Tersedianya barang Jumlah paket 12 paket Dana
01.02. Sub Kegiatan Penyediaan WMM_U e dan penggaadasn wwhzmbm . .Mﬂ.wﬂwﬂo.n
Mm.ooo barang nmﬁg dan Tanjabb penggandaan Rp 45.000.000 | Rp 46.000.000 Beia
penggan ar yang disediakan Alokasi
Umum
Tersedianya bahan bacaan Jumlah 1500 Dana
dokumen bahan dokumen Transfer
01.02 Sub Kegiatan Penyediaan | DPMD bacaan dan Umum-
‘~~ | bahan bacaan dan Kab. eraturan Dana
.000 : P R 9.000.000 | R 10.000.000
Mm. peraturan perundang- Tanjabb perundang- P P Alokasi
undangan ar undangan yang Umum
disediakan
Terlaksananya koordinasi Jumlah laporan 700 Dana
01.02 Sub Kegiatan DPMD dan konsultasi dalam dan penyelenggaraan laporan Transfer
o Penyelenggaraan rapat Kab. luar daerah rapat koordinasi Umum-
96:000 | koordinasi dan Tanjabb dan konsultasi Bp:  BOOC00N00' | Bp 900:000.000 | nacym
konsultasi SKPD ar SKPD Alokasi
Umum
Kegiatan Pengadaan i Jumlah
Meningkatnya
01.03. | bazkngmilik Eawenls kelancaran pelaksanaan o 100% Rp  399.000.000 | Rp  390.000.000
o7 penunjang urusan BMD
pemerintahan daerah Kegintan
Jumlah unit
Sub Kegiatan Pengad DPMD — .WM_% fer
01.02. rc 4 SR E.oﬂ..mw D”ﬂ: Kab Tersedianya kendaraan perorangan 6 unit C.‘n:ﬂ».
08.000 | fencaraanp & : perorangan dinas atau dinas atau Rp 153.000.000 | Rp 150.000.000
dinas atau kendaraan Tanjabb . s . motor Dana
1 : . kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas ;
dinas jabatan ar : Alokasi
jabatan yang Uteiira

disediakan
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Jumlah paket Dana
01.02. ) DPMD Emw&_ yang Transfer
08.000 | Sub Kegiatan Pengadaan | Kab. Tersedianya mebel disedialean 30 unit Rp 36.000.000 | Rp 40.000.000 | Ymum-
5 mebel Tanjabb Dana
ar Alokasi
Umum
Jumlah unit Dana
. DPMD peralatan dan Transfer
01.02. | Sub Kegiatan Pengadaan . S
: Kab. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya ; Umum-
Mm.ooo “um.a.ﬂmﬁm: dan mesin Tanjabb sheatn: Inntia yang disediakan 13 unit Rp 210.000.000 Rp 200.000.000 Dané
manye ar Alokasi
Umum
Cakupan
penyediaan
01.02 Kegiatan Penyediaan Meningkatnya jasa
aa. * | jasa penunjang urusan kelancaran pelaksanaan penunjang 100% Rp 137.000.000 | Rp 147.000.000
pemerintahan daerah kegiatan urusan
pemerintahan
daerah
Jumlah laporan Dana
DPMD penyediaan jasa Transfer
01.02. > " . .
Sub Kegiatan Penyediaan | Kab. Tersedianya jasa surat surat menyurat Umum-
wm.ooo S AR T Tanjabb | menyurat 12 laporan Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | oot
ar Alokasi
Umum
Jumlah laporan Dana
01.02. | Sub Kegiatan Penyediaan MMW._ D Tersedianya mw%”m:“ﬁ%mum ﬁ”ﬂﬁq
08.000 | jasa komunikasi sumber T i bb jasakomunikasi, el P iy 12 laporan Rp 95.000.000 Rp 100.000.000 D
2 daya air dan listrik L sumberdaya air dan listrik sumber aaya air AR
ar ® dan listrik yang Alokasi
disediakan Umum
Jumlah laporan Dana
. . DPMD penyediaan jasa Transfer
01.02. Sub Kegiatan Penyediaan . . >
; . Kab. Tersedianya jasa pelayanan Umum-
Mm..ooo .“»mmm. pelayanan umum Tanjabb pelayanan umum kantor rmu kanitok 12 laporan Rp 40.000.000 Rp 45.000.000 o
s ar yang disediakan Alokasi
Umum
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah total
01.02. | barang milik daerah Terpeliharanya sarana barang milik 55 000.000 000.000
09 penunjang urusan dan prasarana kantor daerah yang unit = 2. : Rp a8 °
pemerintahan daerah terpelihara
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Jumlah Dana
g i kendaraan Transfer
Sub kegiatan Penyediaan perorangan Umum-
jasa pemeliharaan, biaya | DPMD X
01.02. emeliharaan dan pajak Kab Terpeliharanya kendaraan Cinam Bian Bani
09.000 | P paj ; . kendaraan dinas 13 unit Rp 175.000.000 | Rp 180.000.000 | Alokasi
kendaraan perorangan Tanjabb dinas :
1 ; jabatan yang Umum
dinas atau kendaraan ar S
di bt dipelihara dan
nas jabatan dibayarkan
pajaknya
Jumlah Dana
; DPMD peralatan dan Transfer
01.02. | Sub kegiatan : L S
2 Kab. Terpeliharanya peralatan mesin lainnya 3 Umum-
Mo.ooo Mm:..mrrﬂ._.m%ﬁ vmn..mumﬁmb Tanjabb | kantor yang dipelihara 40 unit Rp 17.000.000 | Rp 18.000.000 | o
an mesin lainnya P Alokasi
Umum
. Jumlah gedung Dana
01.02 w%hﬂﬂwﬁ\ PPMD kantor dan Transfer
— e Kab. Terpeliharanya gedung bangunan . Umum-
09.000 | rehabilitasi gedung Tanjabb Lantor lainnya yang 3 unit Rp 50.000.000 Rp 60.000.000 Dana
9 kantor dan bangunan
i gu ar dipelihara/direh Alokasi
ainnya abilitasi Umum
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2.13 | pEMBERDAYAAN Rp 6.552.800.000 Rp  8.126.800.000
MASYARAKAT DAN
DESA
2:13.0 | Program Penataan Desa A e i 100% Rp  250.000.000 | Rp  250.000.000
penataan
Persentase 100%
penyelenggara
2.13.0 | Keglatan Meningkatanya an penataan
N.N nwu penyelenggaraan penyelenggaraan desa Rp 250.000.000 Rp 250.000.000
- penataan desa penataan desa
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Desa
persiapa
n Sungai
>_m.-u..n_wanma. Jumlah desa
Sub Kegiatan >mm.=._m yang melakukan
2.13.0 | pembentukan, s pembentukan,
2.2.01. | penghapusan, Dasa Meningkatnya jumlah desa penghapusan, Rp 250.000.000 Rp 250.000.000
0001 penggabungan dan — penggabungan
perubahan status desa w m_.BWo dan perubahan
Asri status desa
sri,
Kec.
Tebing
Tinggi
Persentase
desa yang
2.13.0 | Program Peningkatan Meningkatnya kerjasama | melaksanak
3 Kerjasama Desa e an 100% Rp 170.000.000 | Rp 180.000.000
kerjasama
antar desa
Kegiatan fasilitasi
2239 | Kerjasama antar desa Mo Sxjanamn o) fanliitest | 4500, Rp  170.000.000 | Rp  180.000.000
i dalam kabupaten/kota
Jumlah Dana
2.13.0 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kab. Wﬂ“ﬁ“ﬂm«.ﬂ L ..p_..__h.”__..._“”oa
3.2.01. | pembangunan kawasan Tanjab pembangunen Rp 170.000.000 Rp 180.000.000 Dana
0003 perdesaan Barat Loerann Alokasi
perdesaan Umum
Persentase
aparatur
tnya
.13, Administrasi Mantaghs:
2330 | Frogrums administrasi desn yazy 64% Rp 3.582.800.000 | Rp 5.021.800.000
4 Pemerintahan Desa telah
pemerintahan desa mendapatia
n pelatihan
Kegiatan Pembinaan
dan pengawasan
2.13.0 e o wﬂuggqn!
.13. 000 800.
administrasi o .
4.2.01 | pemerintahan desa punraben dinn 100% Rp 3.582.800. Rp 5.021.800.000
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Jumlah =,
2.13.0 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kab. Saciieanmmys evalansi dokumen hasil 14 eerres.
4.2.01. | penyusunan produk Tanjab erstaran d Mm o penyusunan dokumen Rp 161.000.000 Rp 161.000.000 DE:B
0002 hukum desa Barat P el produk hukum ans
desa Alokasi
Umum
Jumlah Dana
2.13.0 mMu_,u xom_mww_ﬂ Fasilitasi Kab. Meningkatnya n”ﬂ“ﬂ_ W:mm: 4 .ﬁﬂnmbm_.wa
4.2.01. ws i Tanjab perencanaan wn:w:ogmm: P34 Rp 203.800.000 | Rp 203.800.000 | T
anos pembangunan desa Beret pembangunad dess pembangunan Alokasi
desa Umum
Dana
. —— Jumlah Transfer
2.13.0 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kab. . .
4.2.01. | pengelolaan keuangan Tanjab W_Ssmram.; ua_wan;.na %rc.mjn i Rp  220.000.000 | Rp 220.000.000 | pmU™
0004 i Barat euangan desa yang bai pengelolaan okumen ana
keuangan desa Alokasi
Umum
Jumlah aparatur Dana
2.13.0 Sub Kegiatan Pembinaan | . . pemerintah desa Transfer
4201, | peningkatan kapasitas | 4 iy, | Meningkatnya kapasitas yang mengikuti | 14 0000 | Rp  280.000.000 | Rp 350.000.000 | Umum-
0005 aparatur pemerintah Barat aparatur pemerintah desa pembinaan Dana
desa peningkatan Alokasi
kapasitas Umum
Jumlah Dana
dokumen hasil Transfer
2.13.0 | Sub Kegiatan Pembinaan | . Meningkatnya pembinaan dan WBES-
¥ dan pemberdayaan BUM % keberdayaan BUM desa pemberdayaan 1 e
N%&M_ " | desa dan Lembaga Mwwwww dan lembaga kerjasama BUM desa dan dokumen Ep 2BLA0000¢ | Rp 260.000.000 | Alokasi
kerjasama antar desa antar desa lembaga Umum
kerjasama antar
desa
Jumlah laporan Dana
hasil Transfer
vmuww_rmsmmg WE:B-
Sub Kegiatan ‘ Pl 1Ay aok .
2.13.0 Penyelenggaraan Kab. .ﬁ%mﬂ——mﬂﬂmﬁm&mﬂw a leakar wwﬁméﬂnmﬂ W_OWNE
4.2.01. | pemilihan, pengangkatan | Tanjab m mﬂ. ﬂ%mh:mw e berhenti 15laporan | Rp  1.100.000.000 | Rp 2.400.000.000 | ~™H™
0009 dan pemberhentian Barat e pamttCasntan
desa kepala desa

kepala desa
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Dana
Transfer
2.13.0 " P Kab. G Jumlah
4201, | Sub Kegiatan fasilitasi | g pjq), | Terfasilitasinya dokumen profil | 1 Rp  250.000.000 | Rp 260.000.000 | pmum-
0011 penyusunan profil desa Bavat penyusunan profil desa iean. okumen ana
Alokasi
Umum
Dana
Wmmuﬁ_v Sub Kegiatan Fasilitasi .-wA_mw.. b Meningkatnya pengelolaan Muﬁuﬂrmﬁ hasil 1 R 120.000.000 | R 120.000.000 M”M._w_ﬂm.o...
on: 3 " | pengelolaan aset desa mwn._mw aset desa yang baik pengelolaan aset dokumen P T P U Dana
A desa Alokasi
Umum
Jumlah anggota Dana
Sub Kegiatan Pembinaan . . BPD yang Transfer
2.13.0 2 : Kab. Meningkatnya kapasitas S 3
4.2.01. mwm.whﬂwﬂ:hmwﬂuﬁ“mn Tanjab | anggota Badan H“mwﬁn 1l4orang | Rp  250.000.000 | Rp 275.000.000 | Jmu™
0014 Desa - Barat Permusyawaratan Desa peningkatan Alokasi
kapasitas Umum
Dana
2.13.0 | Sub Kegiatan Fasilitasi | Kab. it il 2 mnnﬂmﬂhﬁﬂ& Sy
4.2.01. | penetapan dan Tanjab SHINEEATYR JRmTan cess penetapan dan 10 desa Rp 280.000.000 | Rp 280.000.000 | ™4
g dengan batas y 1 D
yang jelas ana
0015 penegasan batas desa Barat & penegasan batas Alokasi
desa
Umum
Dana
; TR Jumlah laporan Transfer
2.13.0 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kab. g ; : :
: ; Meningkatnya kualitas hasil pembinaan 114 Umum-
4.2.01. | pembinaan laporan Tanjab {aporar kepsla dean leporan Eeviln Yeitai Rp 167.000.000 Rp 167.000.000 Diria
0016 | kepala desa Barat P g ap P
& desa Alokasi
Umum
Jumlah Dana
. Hel oo dokumen hasil
2.13.0 mﬁmw Wmﬂmﬁﬂ m.mnn_nnm. Kab. Meningkatnya evaluasi 2 N«hﬂﬂﬁn
4.2.01. m< s _J_. uﬂ. Mumwn Tanjab perkembangan desa dan perkembangan dite Rp 300.000.000 | Rp 325.000.000 |
0018 ean aaria loOMun Joal Barat kelurahan desa serta lomba BN :
dan kelurahan Alokasi
desa dan U
kelurahan AU
Program Pamberdaysan Meningkatnya Persentase
2.13.0 Hﬁniu.ﬁf tan pemberdayaan lembaga lembaga
il nany H_.E__ ’ kemasyarakatan, kemasyarak 100% Rp 2.550.000.000 | Rp 2.675.000.000
8 Lomhogn t Hn.u&-ﬂ lembaga adat dan atan desa
Eh-..q.n-rl_ a masyarakat hukum adat yang aktif
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Kegiatan Pemberdayaan

lembaga

kemasyarakatan yang

U%.—» d dan

yaan desa

lembaga adat tingkat Meningkatnya Persentase
2.13.0 | daerah kabupaten/kota e%qlﬂnrﬂvﬂ- pemberdayaan o
5.2.01 | serta pemberdayaan kemasyarakatan, lembaga o Rp 2.550.000.000 | Rp 2.675.000.000

masyarakat hukum lembaga adat dan kemasyarakat

adat yang masyarakat masyarakat hukum adat an desa

pelakunya hukum adat

yang sama dalam

Jumlah lembaga Dana
kemasyarakatan Transfer
i desa/kelurahan Umum-
W%Mmoﬂ”mﬁb kapasitas (RT, RW, PKK, Dana
Lelsmbagsan Lembaga Meningkatnya kapasitas Posyandu, LPM, Aolkasi
2.13.0 xmz._mﬂ_mmm.mkwnmb “ Kab kelembagaan lembaga dan Karang Umum
52.01. | desa/kelurahan (RT, RW, | Tanjab | Kemasvarakatan taruna), lembaga 422
003 | PKK. Posyandu LPM den’ | Barat desa/kelurahan, lembaga adat lembaga
xm._.m“bm »M.ﬁd& Lecibaga adat desa/kelurahan dan desa/kelurahan
adat desa/kelurahan dan masyarakat hulum adat Mmum.n Bmhmwh arakat
Masyarakat hukum adat <M—BN:E at
ditingkatkan
kapasitasnya
Jumlah Dana
dokumen hasil Transfer
i ilitasi fasilitasi Umum-
Sub Kegiatan Fasilitasi
pengembangan Dana
2.13.0 ﬁm:mwmﬂ_.umbmm: arvowe Kab. : usaha ekonomi Alokasi
ekonomi masyarakat dan F Meningkatnya usaha 1
2851 merintah desa dalam Togeh ekon m. d masyarakat dan dok Umum
ooos | P€ Barat S pemerintah desa okumen

meningkatkan
pendapatan asli desa

dalam
meningkatkan
pendapatan asli
desa
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Jumlah laperan Dana
; s s hasil fasilitasi Transfer
2.13.0 m“”mﬂawhmmmﬂwu%ﬁ Kab. Meningkatnya pemerintah desa Umum-
5.2.01. _uﬂ.: ensFantan talonlogi Tanjab pemanfaatan teknologi dalam 1 laporan Rp 180.000.000 | Rp 200.000.000 | Dana .
0008 "u t guna “ Barat tepat guna pemanfaatan Alokasi
pare teknologi tepat Umum
guna
Jumlah
dokumen hasil
Sub Kegiatan Fasilitasi mwonw._—.ﬁm.ww“:.%xk agn
Tim penggerak PKK pengger Tremsfer
,mv.mm% iy T wwwﬁmv Tetnmacanys I progrem nwuww_g araan 1 R 1.400.000.000 Rp | Umum-
Bocs: | ENEmADAn weiyasm Barat | POKok PKK i dokumen | <P 1.400.000. 1.450.000.000 | Dana
Hmmy.mrﬁnﬁ n_w___.n.l pemberdayvaan Qorm.w.
e aan e masyarakat dan mum
kesejahteraan
keluarga

Rp 12.658.120.000 | Rp 14.891.800.000

Kuala Tungkal, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

A .
\-\\ .

d Natsir, S.L.P
ina Tingkat |
NIP. 19840624 201101 1 005
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BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini dibuat dalam upaya membangun
sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka untuk penetapan rencana kerja ini
diperlukan proses penyusunan konsep dasar pengukuran dan perumusan
indikator kinerja.

Keberhasilan dari rencana kerja bukan hanya ditentukan dalam proses
penyusunannya, akan tetapi banyak dipengaruhi implementasi penerapannya
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan yang optimal sesuai dengan tujuan RPJMD 2021-2026. Untuk
itu diperlukan saran dan masukan untuk perbaikan di masa yang akan
datang, sehingga perencanaan lebih baik lagi.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dengan harapan semoga dapat
memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

sesuai dengan yang telah direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Kuala Tungkal, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ad Natsir, S.I.P
ina Tingkat |
IP. 198406242011011005
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